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DPRD Banjarmasin: APBD 2021 siap disahkan 

 
http://abdipersadafm.co.id/2020/11/27/dprd-banjarmasin-sahkan-apbd-tahun-2021/ 

 

DPRD Kota Banjarmasin memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

tahun 2021 siap disahkan sebelum berakhir bulan November ini. 

"Agar tidak ada lagi sandungan pada 30 November ini paling lambat APBD 2021 harus 

sudah beres disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Selasa. 

Dikatakan politisi Golkar tersebut, pihaknya sudah melaksanakan rapat terkait Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

dan Plafon Angggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 sudah disahkan pada 9 November lalu. 

"Intinya kita sudah teliti bersama, tidak ada perubahan atau tidak ada yang bertambah atau 

berkurang, semua program sesuai kesepakatan yang sudah disusun di KUA PPAS," terangnya. 

Seperti pada perencanaan pendapatan daerah sekitar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari Dana 

Bagi Hasil (DBH) maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kemudian juga untuk belanja daerah, ujar Matnor Ali, sesuai Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disepakati bersama dewan itu sebesar 

Rp1,7 triliun. 

"Kita sudah sama-sama setuju dengan angka-angka ini, jadi kami juga tidak ada alasan lagi 

untuk menolak belakangan, segera kita finalisasi," ucap Matnor Ali. 

Pihaknya pun menjadwalkan pada 19 November ini, finalisasi pembahasan RAPBD 2021 

segera dilaksanakan, hingga secepatnya pula disahkan menjadi APBD tahun 2021. 
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Menurut dia, dari dokumen rencana APBD tahun 2021 tersebut, anggaran tersebar itu 

dialokasikan untuk pendidikan yang mencapai Rp400 miliar, selanjutnya terbesar kedua untuk 

kesehatan sekitar Rp200 miliar.  

(Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/214536/dprd-banjarmasin-apbd-

2021-siap-disahkan ) 

Sementara itu Plt Wali Kota Banjarmasin  Hermansyah mengatakan, penyelesaian Raperda 

APBD Tahun Anggaran 2021, tidak terlepas dari dukungan anggota tim Badan Anggaran DPRD 

dan Pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan penetapan ini, maka  seluruh program dan semua 

kegiatan dapat dilaksanakan serta ditargetkan dapat selesai tepat waktu. 

“Kita akan terus maksimalkan kinerja semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

lingkup Pemko Banjarmasin,” tutupnya.  

(Diringkas dari http://abdipersadafm.co.id/2020/11/27/dprd-banjarmasin-sahkan-apbd-

tahun-2021/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com, DPRD Banjarmasin: APBD 2021 siap disahkan, 17 
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2020. 
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Catatan: 

 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana 

cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


